
ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA 

 
Edy Purwanto / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina 

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) 

Email: edyfuerthos@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum 

terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dan untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap konsumen korban produk makanan dan minuman 

kadaluarsa.  Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis 

penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 

bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang 

berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada 

dan berlaku.  Hasil penelitian menunjukan Tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

produk makanan dan minuman kadaluarsa tercantum dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Inti dari pasal 

diatas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul 

dari hasil produk/jasanya. Seperti yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) Pelaku 

usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian santunan. Adapun sanksi-sanksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku usaha akibat beredarnya makanan dan minuman 

kadaluarsa  terdapat dalam Bab XIII Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang dimulai dari pasal 60 sampai dengan Pasal 

63.Adanya pengaturan perlindungan terhadap konsumen harus berdampak baik, 

Pelaku usaha sebagai pihak yang menghasilkan produk berupaya untuk menjaga 

kualitas serta keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan, agar 

tidak merugikan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen 

sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman 

kadaluarsa. Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan makanan yang tidak 

mencantumkan label kadaluwarsa tersebut yaitu hak untuk mendapatkan 

keamanan (the right to safety). Hak atas keamanan dan keselamatan ini 

dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam 

penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat 

terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk 

khususnya produk makanan dan minuman. 



Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Produk Makanan dan Minuman 

Kedaluwarsa 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine legal responsibility for expired food and 

beverage products and to determine legal protection for consumers who are 

victims of expired food and beverage products. The type of research in writing 

this thesis is carried out with normative legal research in the form of library 

research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal 

materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of 

literature, which means it will study more and examine the existing and applicable 

legal rules. The results of the study show that the responsibility of business actors 

for expired food and beverage products is stated in Article 19 of Law Number 8 of 

1999 concerning Consumer Protection. The essence of the article above is that 

business actors are responsible for all losses arising from the results of their 

products/services. As stated in Article 19 paragraph (1), business actors are 

responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or consumer 

losses due to consuming goods and/or services produced or traded. Based on 

paragraph 2 of the same article, the compensation as referred to in paragraph (1) 

may be in the form of a refund or replacement of goods and/or services of a 

similar or equivalent value, or health care and/or compensation. The sanctions that 

can be given to business actors due to the circulation of expired food and drinks 

are contained in Chapter XIII of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer 

Protection starting from Article 60 to Article 63. business as a party that produces 

products seeks to maintain the quality and safety of consumers in consuming food 

products, so as not to harm consumers. Based on Article 4 of Law Number 8 of 

1999 Consumers have explicitly regulated consumer rights as a form of consumer 

protection against expired food and beverages. The basic right of consumers 

related to food that does not include an expired label is the right to safety (the 

right to safety). The right to security and safety is intended to ensure the safety 

and security of consumers in the use of goods or services obtained so that 

consumers can avoid losses (physical and psychological) when consuming a 

product, especially food and beverage products. 
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PENDAHULUAN 

Istilah pemakai dalam hal ini 

tepat digunakan dalam rumusan 

ketentuan tersebut sekaligus 

menunjukkan bahwa barang dan/atau 

jasa yang dipakai tidak secara 

langsung merupakan hasil dari 

transaksi jual beli. Artinya, 

konsumen tidak selalu memberikan 

prestasinya dengan cara membayar 

uang untuk memperoleh barang 



dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, 

dasar hubungan hukum antara 

konsumen dan pelaku usaha tidak 

harus kontraktual (ThePrivity Of 

Contract) 
1
kedudukan konsumen 

yang sangat awam terhadap 

barangbarang yang dikonsumsinya 

dan adanya kesulitan untuk meneliti 

sebelumnya mengenai keamanan dan 

keselamatan di dalam mengkonsumsi 

barang tersebut. 

Kondisi dan fenomena 

tersebut dapat mengakibatkan 

kedudukan pelaku usaha dan 

konsumen menjadi tidak seimbang 

dan konsumen selalu berada pada 

posisi yang lemah, untuk 

meningkatkan harkat dan martabat 

konsumen maka perlu ditingkatkan 

kesadaran, pengetahuan, kepedulian, 

kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi dirinya 

serta menumbuhkembangkan sikap 

pelaku usaha yang bertanggung 

jawab. maka kewajiban untuk 

menjamin keamanan suatu produk 

agar tidak menimbulkan kerugian 

bagi konsumen dibebankan kepada 
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 Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen 

Indonesia , Jakarta : Grasindo, 2004, hal, 6. 

produsen dan pelaku usaha, karena 

pihak produsen dan pelaku usahalah 

yang mengetahui komposisi dan 

masalah-masalah yang menyangkut 

keamanan suatu produk tertentu dan 

keselamatan di dalam mengkonsumsi 

produk tersebut. Kerugian-kerugian 

yang diderita oleh konsumen 

merupakan akibat kurangnya 

tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah jelas harus 

menggunakan metode sebagai ciri 

khas keilmuan. Metode mengandung 

makna sebagai cara mencari 

informasi dengan terencana dan 

sistimatis. Langkah-langkah yang 

diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang terlalu 

luas.
2
 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif, 

yaitu penelitian yang berfokus pada 

norma dan penelitian ini memerlukan 

bahan hukum sebagai data utama. 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, 

Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.  

Rajawali), hal. 27 



2. Sifat Penelitian  

Sedangkan sifat penelitian 

yang penulis pergunakan adalah 

penelitian yang bersifat deskriktif 

analitis dalam pengertian semua 

bahan hukum yang penulis dapatkan 

akan digambarkan dan diuraikan 

kemudian dianalisa. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer, yaitu

 bahan hukum yang mem

punyai kekuatan mengikat, yaitu 

berupa peraturan perundang-

undangan sepertii:
3
 

1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata; 

3) Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

b. Bahan hukum sekunder adalah 

yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, 

meliputi buku, hasil penelitian, 

pendapat hukum, dokumen-

dokumen lain yang ada 
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Bambang Sunggono, Metodologi Peneliti

an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 116 

relefansinya dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier adalah 

bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk dan 

pengertian terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, 

meliputi kamus-kamus hukum 

atau kamus bahasa lain. 

4. Teknik Pengumpulan 

Bahan Hukum. 

Untuk menjawab permasalahan 

yang ada Peneliti melakukan 

pengumpulan bahan hukum melalui 

studi dokumen (studi kepustakaan) 

meliputi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier yakni dengan cara melakukan 

inventarisasi dan identifikasi 

terhadap sejumlah peraturan 

perundang-undangan, dokumen 

hukum, catatan hukum, hasil-hasil 

karya ilmiah dan bahan 

bacaan/literatur yang berasal dari 

ilmu pengetahuan hukum dalam 

bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil 

penelitian yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang diangkat. 

PEMBAHASAN 



A. Tanggung Jawab Hukum 

Terhadap Produk Makanan 

Dan Minuman Kadaluarsa 

Manusia merupakan bagian 

terkecil dari masyarakat yang 

mempunyai keinginan dan kebutahan 

yang beraneka ragam diantaranya 

kebutuhan sandang dan pangan. Dari 

kebutuhan pangan manusia dapat 

tetap mempertahankan hidup sebagai 

makhluk hidup karena kebutuhan 

pangan yang berupa makanan dan 

minuman memberikan asupan gizi 

yang berguna untuk kelangsungan 

hidup manusia. Oleh karena itu yang 

memacu pelaku usaha untuk 

bergerak dalam bidang produksi 

pengolahan bahan makanan dan 

minuman bagi 

masyarakat(konsumen). Secara 

umum dan mendasar hubungan antar 

produsen dengan konsumen 

merupakan hubungan yang terus 

menerus dan berkesinambungan. 

Hubungan tersebut karena keduanya 

memang saling menghendaki dan 

mempunyai tingkat ketergantungan 

yang cukup tinggi antara yang satu 

dengan yang lain. Produsen sangat 

membutuhan dan sangat bergantung 

atas dukungan konsumen sebagai 

pelanggan. Tanpa dukungan 

konsumen, tidak mungkin produsen 

dapat terjamin kelangsungan 

usahanya. Hubungan antara produsen 

dan konsumen yang berkelanjutan 

terjadi sejak proses produksi, 

pemasaran dan penawaran. 

B. Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Korban 

Produk Makanan Dan 

Minuman Kadaluarsa  

Perlindungan konsumen 

merupakan bagian tak terpisahkan 

dari kegiatan bisnis yang sehat. 

Dalam kegiatan bisnis yang sehat 

terdapat keseimbangan perlindungan 

hukum antara konsumen dengan 

produsen. Menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, dalam 

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: 

“Perlindungan Konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.” 

Rumusan pengertian perlindungan 

konsumen yang terdapat dalam Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perlindungan 



Konsumen/UUPK) tersebut cukup 

memadai. Kalimat yang menyatakan 

“segala upayayang menjamin adanya 

kepastian hukum”, diharapkan 

sebagai benteng untuk meniadakan 

tindakan sewenang-wenang yang 

merugikan pelaku usaha hanya demi 

untuk kepentingan perlindungan 

konsumen.
4
 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tanggung jawab pelaku 

usaha terhadap produk 

makanan dan minuman 

kadaluarsa tercantum dalam 

Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, 

yaitu: a. Pelaku usaha 

bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan. b. Ganti 

rugi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau 
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 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum 

Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2010, hlm 1. 

penggantian barang dan/atau 

jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. c. Pemberian ganti 

rugi dilaksanakan dalam 

tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. d. 

Pemberian ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan 

adanya tuntutan pidana 

berdasarkan pembuktian lebih 

lanjut mengenai adanya unsur 

kesalahan. d. Ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha 

dapat membuktikan bahwa 

kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen. Inti dari 

pasal diatas adalah pelaku 

usaha bertanggung jawab atas 

segala kerugian yang timbul 

dari hasil produk/jasanya. 

Seperti yang disebutkan pada 

Pasal 19 ayat (1) Pelaku 



usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan. 

Berdasarkan ayat 2 pasal 

yang sama ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau 

jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. Adapun sanksi-

sanksi yang dapat diberikan 

kepada pelaku usaha akibat 

beredarnya makanan dan 

minuman kadaluarsa  terdapat 

dalam Bab XIII Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan 

Konsumen yang dimulai dari 

pasal 60 sampai dengan Pasal 

63, sanksi-sanksi tersebut 

terdiri dari: 1. Sanksi 

administratif. Berdasarkan 

ketentuan dalam pasal 60 ayat 

(2) Jo pasal 60 ayat (1) 

Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen 

(UUPK) sanksi administratif 

yang dapat dijatuhkan oleh 

BPSK. 2. Sanksi pidana. 

Sanksi yang dapat dikenakan 

dan dijatuhkan oleh 

pengadilan atas tuntutan jaksa 

penuntut umum terhadap 

pelanggaran yang dilakukan 

oleh pelaku usaha. Undang-

Undang tentang Perlindungan 

Konsumen memungkinkan 

dilakukannya penuntutan 

pidana terhadap pelaku usaha.  

2. Hukum konsumen yang 

terdapat di Indonesia ini 

merupakan dasar dari 

Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Kehadiran dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 

ini untuk mengatur dari 

keselamatan konsumen itu 

sendiri. Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 

merumuskannya sebagai 



berikut “Konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, 

keluarga,orang lain, maupun 

mahluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan”. 

Adanya pengaturan 

perlindungan terhadap 

konsumen harus berdampak 

baik, Pelaku usaha sebagai 

pihak yang menghasilkan 

produk berupaya untuk 

menjaga kualitas serta 

keamanan konsumen dalam 

mengkonsumsi produk 

pangan, agar tidak merugikan 

konsumen. Bagi konsumen 

informasi produk konsumen 

sangat menentukan, sehingga 

haruslah informasi itu 

memuat keterangan yang 

benar, jelas, jujur dan 

bertanggung jawab. 

Konsumen harus lebih 

selektif dalam memilih 

produk, barang dan/atau jasa 

yang akan dikonsumsinya, 

karena pada dasarnya 

konsumen akan selalu 

menjadi sasaran aktifitas 

bisnis para pelaku usaha 

untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-

besarnya dengan modal yang 

sekecil-kecilnya sesuai 

dengan prinsip ekonomi. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Konsumen telah mengatur 

secara tegas mengenai hak-

hak konsumen sebagai bentuk 

perlindungan konsumen 

terhadap makanan dan 

minuman kadaluarsa yaitu 

pada huruf a dan c: a. Hak 

atas kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; c. Hak atas 

informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau 

jasa; Hak dasar konsumen 

yang berkaitan dengan 

makanan yang tidak 

mencantumkan label 

kadaluwarsa tersebut yaitu 

hak untuk mendapatkan 

keamanan (the right to 

safety). Hak atas keamanan 



dan keselamatan ini 

dimaksudkan untuk 

menjamin keamanan dan 

keselamatan konsumen dalam 

penggunaan barang atau jasa 

yang diperolehnya sehingga 

konsumen dapat terhindar 

dari kerugian (fisik maupun 

psikis) apabila 

mengkonsumsi suatu produk 

khususnya produk makanan.  

B. Saran 

1. Pada dasarnya tanggug 

jawab pelaku usaha terhadap 

beredarnya makanan dan 

minuman kadaluarsa sudah 

diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Akan tetapi 

masih perlunya perubahan 

terhadap undang-undang ini 

yang mana labih 

memperjelas lagi terkait 

dengan sanksi hukum 

terhadap beredarnya 

makanan dan minuman 

kadaluarsa yang mana 

bagian dari tanggung jawab 

pelaku usaha.  

2. Adapun dengan 

perlindungan hukum 

terhadap konsumen akibat 

beredarnya makanan dan 

minuman kadaluarsa yang 

mana sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

yang mana kedepan adanya 

perubahan terhadap undang-

undang ini untuk lebih 

memperkuat lagi dalam 

memberikan perlindungan 

konsumen yang mana ini 

adalah bagian dari hak-hak 

konsumen. 
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